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BAB V 

PENUTUP 

1. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian-uraian yang telah peneliti paparkan pada bab 

sebelumnya, maka dalam bab ini peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa: 

a. Penyebab rendahnya tingkat keberhasilan mediasi Pengadilan Giri 

Menang dalam sengketa perceraian. Faktor berasal dari kosep mediasi. 

faktor Konflik sangat berperan dalam kasus perceraian yang berlarut-

larut dalam jangka waktu yang lama. Karena kecenderungan hakim untuk 

mengambil keputusan dalam suatu perkara, akan menjadi tantangan bagi 

seorang hakim untuk berperan sebagai mediator. Inilah mengapa penting 

bagi mediator untuk datang dari kalangan non hakim. faktor kedua, 

pelaksanaan mediasi terkesan terburu-buru, terutama pada hari sidang 

pertama. Selain itu, ruang mediasi Pengadilan Agama Giri Menang masih 

kurang layak dan tidak nyaman. 

b. Keahlian mediator yang harus ahli dalam mempertemukan para pihak 

yang bersengketa harus menjadi pertimbangan dalam upaya 

meningkatkan keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian di 

Pengadilan Agama Giri Menang. Mediasi yang dijalankan di Pengadilan 

Agama harus sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang 

Mediasi, serta melakukan pendekatan kekeluargaan maupun kerohanian 

agar perceraian bisa dicegah. 
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2. Saran  

Berdasarkan kesimpulan yang peneliti kemukakan di atas, maka peneliti 

memberikan beberapa saran diantaranya:  

1. Dalam rangka meningkatkan proses mediasi dan membantu fungsi hakim 

dalam persidangan di Pengadilan Agama Giri Menang, Peradilan Agama 

harus lebih profesional dan mengupayakan Mediator bersertifikat selain 

mediator hakim. 

2. Ruang mediasi harus ditinjau Kembali atau diperiksa oleh Pengadilan 

Agama Giri Menang. Hal ini karena dapat membantu keberhasilan upaya 

mediasi Pengadilan Agama Giri Menang. 
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Wawancara dengan ibu Masning Fatimatul Azdiyah  selaku hakim mediator, 

pada tanggal 14 juli 2022 

Wawancara dengan ibu H.N selaku pihak yang berperkara tanggal 15 juli 2022 

Wawancara dengan bapak A.S selaku pihak yang berperkara tanggal 14 juli 

2022 

 

 

 

 


